
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2OI4

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

SALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Kepala Daerah
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-
dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah
sesuai dengan wa-lrtu yrrg ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2AL5;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 11O3);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286h

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa0Ol;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AQ4 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 1.O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah h.rsat dan Pemerintahan Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
50ae);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2074 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5751;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45761, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintatr Nomor
65 Tahun 2OlO tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46141;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2OlO tentang Standar
Almntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OIO Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 ?ahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Ta}run 2U-7L Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2Ot4 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2AL5;
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Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2oo8 tentang urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOB Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Provinsi Sumatera utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
utara Tahun 2oo8 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 7);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2oo8 tentang organisasi dan Tata
Keda Dinas-Dinas Daerah Provinsi sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OA9 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OLO tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLA Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
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23.

Menetapkan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINST SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja

Surplus/ (Defrsit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Utara Tahun Anggaran 2OL5,

Rp. 8.674.837.294.IOO,OO
Rp. 8.679.942.294.LOO,OO
Rp. (5.1O5.OOO.OOO,OO)

Rp. 5.105.000.000,00

Rp. 5.257.668.775.609,00
Rp. L.838.572.481.691,O0
Rp. 1.578.596.636.8O0,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan:



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
b. Pembayaran Pokok Utang

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 4.743.736.526.209,00
Rp. 83.519.774.100,00
Rp. 282.3O9.O0O.000,0O
Rp. 148.102.875.300,00

489.440.205.691,00
r.349.L32.276.O0O,00

ayat (1) huruf c terdiri

38.083.696.800,0O
1.540.512.940.000,00

Rp. 5.619.854.577.8L8,OO
Rp. 3.060.087.7L6.282,OO

Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
dari ienis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

sebagaimana dimaksud pada

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Ktrusus
c. Pendapatan Lainnya dari Pemerintah

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung

Rp.
Rp.
Rp.

a.
b.
c.

Rp.
Rp.
Rp.

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 1.174.303.458. 135,00
b. Belanja Hibah Rp. 1,.588.169.654.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.7OO.OOO.OOO,OO

d. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten /Kota dan Pemerintah Rp. 2.330.828.370.083,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Per Rp. 517.353.095.600,00
f. Belanja Tidak Terduga Rp. 7.5OO.OOO.OOO,OO

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

Rp. L88.229.201.850,00
Rp. 1.477.O47.247.934,OO
Rp. 1.394.81L.266.498,04

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daeratr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

5.105.OOO.OOO,O0

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumny; Rp. 5.105.000.000,00

(3) Pengelu€r€rn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2OLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran [V

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;



5. Lampiran V

6. Lampiran M

7. Lampiran MI
8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

1O. Lampiran X
11. Lampiran XI

l2.Lampkan XII

13. Lampiran XIII

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
Daftar kegiatan-kegratan tahun €rnggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah

Daftar Pin-iarnan Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6
Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak seperti
antara lain bencana alam, bencana sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan
pengeluaran melalui Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2015 sebasai landasan oDerasional pelaksanaan diatur lebih laniut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31, Oktober 2OL4

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Oktober 2OL4

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

NURDIN LUBIS

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL4 NOMOR 10

Aslinya
KUM,

Pembina Utama Muda tIV/c)
NrP.19590227 198003 1 004
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